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ABSTRAK 

Mhd. Adnan Hasibuan (2023) Implentasi Akad Ijarah Pada Jasa  Sewa 

Hand Tractor di Kelurahan Pasar 

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas 

Dalam Meningkatkan Perekonomian 

Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi 

Syariah 

 

 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya sewa-menyewa usaha 

jasa hand tractor di Kelurahan Sibuhuan diduga belum mengimplementasikan 

konsep ijarah. Hal ini dikarenakan pada saat sewa-menyewa penyewa selalu 

membayar pada masa tangguh serta adanya biaya tambahan yang diminta oleh 

penyedia sewa selama penyewahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui implementasi sewa-menyewa hand tractor peralatan pertanian, faktor 

pendukung dan faktor penghambat serta sewa-menyewa jasa hand tractor di 

Kelurahan Sibuhan menurut ekonomi syariah 

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research) dan 

pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun 

sampel yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah  5 orang. 2 penyedia jasa 

sewa, 2 penyewa dan 1 orang pengemudi hand tractor. Selanjutnya data yang ada 

dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan 

menggambarkan pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat 

diambil kesimpulannya. 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi 

sewa-menyewa hand tractor di Kelurahan Sibuhuan sudah berjalan dengan baik 

dimana dalam pelaksananya penyewa boleh membayar upah dibelakang atau 

didepan tergantung kesepakatan. Pengembalian hand tractor harus dikembalikan 

pada saat hari selesai. Apabila lokasi jauh maka dengan pertimbangan penyedia jasa 

meminta biaya tambahan dari biaya awal, dan jika terdapat kerusakan ditanggung 

sepenuhnya oleh penyedia jasa. Adapun faktor pendukung usaha sewa hand tractor 

adalah mayoritas masyarakat petani, banyak petani belum memilik mesin bajak dan 

harga terjangkau. Sedangkan faktor penghambat adalah kondisi ekonomi dan 

kebiasaan menangguh pembayaran. Sewa-menyewa hand tractor di Kelurahan 

Sibuhuan telah sesuai menurut ekonomi syariah karena dilakukan sukarela, ada 

manfaat serta tidak ada penipuan. 

  

Kata Kunci: Hand Tractor, Sewa-Menyewa, Ijarah, Ekonomi Syariah, Kelurahan 

Pasar Sibuhuan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Islam adalah agama yang komprehensif (rahmatal lil’alamin) yang 

mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah 

SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik 

mengatur kehidupan bermasyarakat. Islam juga sebagai agama yang realistis yang 

artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang 

dihalalkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap 

peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, 

negara maupun umat manusia.1 

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang 

berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lai.2 Oleh karena itu, bekerjasama 

antara pihak yang satu dengan yang lainnya guna mementingkan taraf 

perekonomian dan kebutuhan hidup manusia serta keperluan lainnya yang tidak 

bisa diabaikan. Kerjasama dapat memberikan manfaat bagi umat manusia serta 

kerabat-kerabat dengan cara yang ditentukan oleh kedua belah pihak seperti 

mengadakan transaksi atau perjanjian (akad).3 

                                                 
1 Ismail Nawawi, Fiqh muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2012) ,  h. 3.  

 
2 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Muamalat dan Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: UII 

Press,  2000),  h. 11. 

 
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2007),  

h. 4 
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Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perjanjian merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui 

akad pula berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Karena akad 

dapat memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya 

yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Islam memberikan keleluasan kepada kita untuk menjalankan usaha 

ekonomi perdagangan atau bisnis apapun sepanjang bisnis (perdagangan) itu tidak 

termasuk yang diharamkan oleh Syariat Islam10. Yang menjadi landasan produksi 

dalam alquran dan hadist sebagai sumber yang fundamental dalam islam banyak 

sekali memberikan dorongan untuk bekerja dan berproduksi. Sebagaimana firman 

Allah dalam QS. At-Taubah (9): 105 yang isinya menyuruh kita untuk bekerja. 
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“Dan Katakanlah: “bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang 

nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu yang telah kamu kerjakan 

 

Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang 

atau harga dengan cara halal. Dalam Islam kerja adalah sebagai unsur produksi yang 

didasari konsep istikhlaf. Diaman manusia bertanggung jawab untuk 

mengembangkan hartanya yang diamanatkan oleh Allah untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. 
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Potensi sosial ekonomi yang merupakan kekuatan sekaligus modal dasar 

bagi pengembangan produksi padi di Indonesia antara lain adalah:  

1. Beras merupakan bahan pangan pokok bagi 95% penduduk Indonesia.  

2. Usaha tani padi sudah merupakan bagian hidup dari petani di Indonesia sehingga 

menciptakan lapangan kerja yang besar.  

3. Kontribusi dari usaha tani padi terhadap pendapatan rumah tangga petani cukup 

besar.4 

Dalam prinsip utama hubungan diantara manusia boleh melakukan apa saja 

sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ini 

merupakan indikasi bahwasanya hubungan muamalah diantara manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan 

zaman. Adapun usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya, ada beberapa 

macam cara, diantaranya jenis usaha itu dikenal dengan sewa menyewa (Ijarah). 

Ijarah adalah menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan. Jika 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah -

mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah 

menjual tenaga atau kekuatan.5 Dalam Ijarah Mu’jir dan Musta’jir yaitu orang yang 

melakukan akad upah-mengupah. Mu’jir adalah yang memberikan upah dan 

menyewakan, sedangkan Musta’jir adalah orang yang menerima upah untuk 

melakukan sesuatu. Disyaratkan pada Mu’jir dan Musta’jir adalah baliqh, berakal, 

                                                 
4 Muhammad Firdaus, dkk, Swasembada Beras dari Masa ke Masa, (Bogor: IPB Press 

Kampus Dramaga, 2008) h. 1. 

 
5 Hendi Suhendi, Fiqh muamalah (Jakarta:  Rajawali Pers, 2014), h. 115. 
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cakap, melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.6 Sewa-

menyewa dalam Islam diperbolehkan sebagaimana yang difirmankan Allah SWT 

dalam Al-Qur’an QS. At-Thalaq (65): 6: 

  .……فإَنِْ أرَْضَعْنَ لكَُمْ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهنَُّ ……

 “…..jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka 

berikanlah kepada mereka upahnya….. ,”7 

 

Dalam perkembangannya sewa menyewa (Ijarah) itu ada dua jenis 

yaitu Ijarah yang bersifat manfaat dan Ijarah yang bersifat upah mengupah atas 

suatu pekerjaan. Ijarah yang bersifat manfaat adalah Ijarah yang objek akadnya 

adalah manfaat seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk 

dikendarai dan baju untuk dipakai. Dalam (Ijarah) ini tidak dibolehkan menjadikan 

objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh 

syara’. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad (Ijarah) dapat ditetapkan 

sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini 

adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu 

berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat 

tersebut. Sedangkan (Ijarah) yang bersifat pekerjaan, seperti membangun gedung 

atau menjahit pakaian. Akad Ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah, 

karena itu pembahasannya lebih di titik beratkan kepada pekerjaan atau buruh.8 

                                                 
6 Ibid. h. 117. 

 

                7 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:Zakat House, Kuwait, 

2019), h.559 
8  Qamarul Huda, Fiqh muamalah,  (Yogyakarta:  Teras, 2011),  h 85-86 
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Adapun mengenai syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh mu’jir dan 

musta’jir (pihak yang melakukan akad ijarah), sama dengan syarat pada akad 

lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. Tetapi kalangan ulama 

berbeda pendapat mengenai keabsahan (kebolehan) orang yang belum dewasa 

bertindak sebagai para pihak dalam akad ijarah tersebut. Menurut ulama Hanafiyah 

dan Malikiyah, bahwa seseorang yang belum dewasa (mumayyiz) dapat berperan 

sebagai pihak yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus ada izin dari 

walinya. Karena itu akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat mawquf 

(ditangguhkan), sampai ada izin walinya. Adapun ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 

berpendapat bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap 

dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur 

utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat. Jumhur ulama juga 

menetapkan harus syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang 

melakukan akad ijarah. 

Dalam masyarakat, sewa menyewa sudah menjadi kebiasaan demi 

mencukupi kebutuhan, akan tetapi akad yang dilakukan apakah sudah sesuai 

dengan ketentuan Islam atau belum, itu menjadi salah satu permasalahan tersendiri 

bagi orang yang mendalami ilmu syariah. Seperti yang ada di Kelurahan Pasar 

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Masyarakat tersebut mayoritas 

bermatapencaharian sebagai petani, sehingga banyak sekali petani yang 

membutuhkan alat pertanian untuk keberlangsungan pertanian di kelurahan 

tersebut. Dalam Hal ini Masyakat Petani Kelurahan Pasar Sibuhuan biasanya 

menyewa alat pertanian yang dimilki Kelompok Tani atau perseorangan yaitu 
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diantaranya hand tractor. Menurut observasi awal yang penulis lakukan, penulis 

menemukan indikasi ketidaksesuaian prinsip ijarah dalam ekonomi syariah, hal ini 

karena dua hal, antara lain:9 

1. Dalam akad yang telah disepakai bahwa pembayaran dilakukan setelah 

pengerjaan sawah selesai di hari itu pula, namun pada kenyataannya banyak 

penyewa melakukan pembayaran diluar hari pengerjaan sawah. Banyak petani 

yang menunda pembayaran jasa hand tractor. 

2. Kurangnya tanggung jawab pemilik jasa penyewahan terhadap akad yang 

sudah disepakati terhadap hari penyelesaian pengerjaan persawahan yang mana 

ada kendala tertentu yang mana menyebabkan pemilik persawahan mengalami 

kerugian di karenakan si penyewa jasa meminta biaya tambahan.10 

Namun demikian, hipotesa tersebut harus dibuktikan dengan 

mencocokkan dan menguji data yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu maka 

penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai praktik sewa menyewa hand 

tractor di Kelurahan Pasar Sibuhuan , yang mana penulis akan mencoba untuk 

menyinkronkan dengan perspektif Islam yang berkaitan dengan sewa menyewa. 

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

tentang Implentasi Sewa Menyewa Pada Usaha Jasa Hand tractor Di Kelurahan 

Pasar Sibuhuan, Kabupaten Padan Lawas  Menurut Perspektif Ekonomi 

Syariah.  

 

                                                 
9 Observasi, 03 Januari 2022 

10 Zul, Pemilik Sewa Menyewa Hand tractor, wawancara, Kelurahan Pasar Sibuhuan, 3 

Januari 2022 
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B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan,  karena 

terlalu luasnya pembahasan yang diangkat, maka penulis memfokuskan 

pembahasan tentang implementasi sewa menyewa hand tractor peralatan 

persawahan di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.  

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana implementasi sewa menyewa menyewa hand tractor peralatan 

persawahan dalam meningkatkan pendapatan petani di Kelurahan Pasar 

Sibuhuan? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat sewa menyewa pada usaha jasa hand 

tractor di kelurahan pasar sibuhuan? 

3. Bagaimana sewa menyewa peralatan persawahan (Hend Tractor) menurut 

ekonomi syariah? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi sewa meneyewa peralatan 

persawahan hand tractor dalam meningkatkan pendapatan petani di 

Kelurahan Pasar Sibuhuan. 

b. Untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat sewa menyewa pada 

usaha jasa hand tractor. 

c. Untuk menjelaskan tinjauan menurut ekonomi syariah terhadap sewa 

menyewa hand tractor. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Pribadi, sebagai pembelajaran bagi penulis untuk memperaktekkan ilmu yang 

diperoleh selama masa perkuliahan dan untuk menambahkan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penyewa dan yang 

menyewakan hand tractor di Kelurahan Pasar Sibuhuan 

c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada 

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim 

Riau. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teori  

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi ialah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau 

inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik 

berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. 11 

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. 

Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris 

“Implement” yang berarti melaksanakan.12 

Webster mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara 

pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide means 

for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give 

practical effec to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi 

tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses 

melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang undang, 

peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit 

presiden).13 

                                                 
11  Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya, 2007), h. 237 

 
12 E. Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2013), h. 56 

 
13 Abdul Wahab Solihin, Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2004), h. 64. 
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Berdasarkan pengertian beberapa ahli dapat diartikan bahwa Implementasi 

dalam Agama Islam, yaitu suatu tindakan, pelaksanaan atau kerja dengan tujuan 

merubah suatu pekerjaan atau kondisi yang lebih baik. dan buka saja sekedar 

penerapan semata tapi untuk memperoleh hasil yang lebih baik dari segi duniawi 

maupun akhirat. seperti dalam QS. Al-Baqarah : 110 

ِ ۗ اِنَّ  نْ خَيْرٍ تجَِدوُْهُ عِنْدَ اللّٰه مُوْا لِِنَْفسُِكُمْ م ِ كٰوةَ ۗ وَمَا تقُدَ ِ لٰوةَ وَاٰتوُا الزَّ َ ِمَِا وَاقَيِْمُوا الصَّ  اللّٰه

لٰوةَ وَ  ِ ۗ تعَْمَلوُْنَ ِصَِيْرٌوَاقَيِْمُوا الصَّ نْ خَيْرٍ تجَِدوُْهُ عِنْدَ اللّٰه مُوْا لِِنَْفسُِكُمْ م ِ كٰوةَ ۗ وَمَا تقُدَ ِ اٰتوُا الزَّ

َ ِمَِا تعَْمَلوُْنَ ِصَِيْرٌ   اِنَّ اللّٰه

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan 

yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) 

di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” 

 

Dari penjelasan surah di atas Allah menyeru ummatnya agar melakukan 

sholat, zakat serta kebaikan yang lainnya. Untuk menunaikan zakat tersebut 

perlu usaha dan pelaksanaan seperti bekerja untuk memperoleh hasil dan 

pendapatan sehingga dapat menunaikan zakat dan memenuhi kehidupan baik 

untuk diri sendiri maupun keluarganya.  

Konsep implementasi dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi 

sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian yakni implementasi 

merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome. Berdasarkan 

deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari 

maksud dan tujuan, hasil sebagai produk, dan hasil dari akibat.14Menurut Riant 

                                                 
14  Haedar Akib, Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana, Jurnal 

Administrasi Publik, Volume 1 No. 1 Thn. 2010, h. 2 
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Nugroho, implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat 

mencapai tujuan yang dinginkan.15 

2. Sewa Menyewa 

a. Pengertian Sewa-Menyewa 

Sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian timbal balik. Ada 

beberapa pengertian mengenai sewa-menyewa antara lain :  

a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sewa didefinisikan sebagai: (i) 

pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (ii) Uang dibayarkan karena 

memakai aatau meminjam sesuatu, ongkos biaya pengangkutan 

(transportasi); (iii) Boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Menyewa 

didefiniskan sebagai memakai (meminjam, mengusahakan, dan 

sebagainya) dengan membayar uang sewa.16 

b. Menurut Subekti, sewa-menyewa adalah pihak yang satu menyanggupi 

akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu 

tertentu sedangkan pihak yang lainnya menyanggupi akan membayar 

harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang 

ditentukan.17  

c. Menurut M. Yahya Harahap, sewa-menyewa adalah persetujuan antara 

pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan 

                                                 
15 Riant Nugroho, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, (Jakarta: Elex 

Media Komputindo, 2003) h. 158 

 
16 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Balai Pustaka :Jakarta, 1996), cet.ke-7, h. 933. 

 
17 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1975, h. 48. 
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menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk 

dinikmati sepenuhnya.18  

d. Menurut Wiryono Prodjodikoro, sewa-menyewa barang adalah suatu 

penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain itu untuk memulai dan 

memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa 

oleh pemakai kepada pemilik.19 

 Sewa-menyewa, seperti halnya dengan jual beli dan 

perjanjianperjanjian lain pada umumnya, adalah suatu perjanjian konsensual. 

Artinya sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya sepakat mengenai 

unsurunsur pokoknya, yaitu barang dan harga.  

Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan barangnya untuk 

dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang lain adalah 

membayar harga sewa. Jadi barang diserahkan tidak untuk dimiliki seperti 

halnya dalam jual beli, tetapi hanya untuk dipakai, dinikmati kegunaannya. 

 Dengan demikian maka penyerahan hanya bersifat menyerahkan 

kekuasaan belaka atas barang yang disewa itu. Kewajiban pihak yang 

menyewakan adalah menyerahkan barang untuk dinikmati dan bukannya 

menyerahkan hak milik atas barang itu, maka ia tidak usah pemilik dari 

barang tersebut.  

                                                 
18 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Alumni : Bandung, 2010), cet.ke-2, h. 

220 

19  Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, 

(Sumur Bandung: Bandung, 1981), cet.ke-7, h. 49. 
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Dengan demikian maka seorang yang mempunyai hak nikmat hasil 

dapat secara sah menyewakan barang yang dikuasainya dengan hak tersebut. 

Kalau seorang diserahi suatu barang untuk dipakainya tanpa kewajiban 

membayar sesuatu apapun, maka yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-

pakai. Jika si pemakai barang itu diwajibkan membayar, maka bukan lagi 

pinjam-pakai yang terjadi tetapi sewa menyewa.  

Mengenai harga sewa, kalau dalam jual beli harga harus berupa uang, 

karena kalau berupa barang perjanjiannya bukan jual beli lagi tetapi menjadi 

tukar-menukar, tetapi dalam sewa-menyewa tidaklah menjadi keberatan 

bahwa harga sewa itu berupa barang atau jasa.  

Sewa-menyewa adalah perjanjian konsensual, namun oleh 

undangundang diadakan perbedaan antara sewa tertulis dan sewa lisan. Jika 

sewamenyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi 

hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa 

diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu. Sebaliknya, 

kalau sewa-menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak 

berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang 

menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak 

menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan 

mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. 

Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu 

diperpanjang untuk waktu yang sama.20  

                                                 
20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1570 jo 1571. 
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Sewa menyewa seperti halnya jual beli dan perjanjian lainnya pada 

umumnya adalah suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan 

mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu 

barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu 

juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka mengkehendaki 

sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa 

perjanjian sewa menyewa telah terjadi.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang tercantum 

dalam perjanjian sewa menyewa adalah:21 

a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa  

b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak  

c. Adanya objek sewa menyewa  

d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan 

kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda  

e. Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada 

pihak yang menyewakan.  

b. Aspek-aspek Sewa  

Menyewa Dilihat dari segi obyeknya sewa menyewa dapat dibagi 

menjadi dua macam yaitu sewa menyewa yang bersifat manfaat dan sewa 

menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa).  

                                                 
21  Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, (Sinar Grafika: 

Jakarta,) Cet. Ke- 5, h. 58-59 
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a. Sewa-menyewa yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa tanah 

untuk pertanian, rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan.  

b. Sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan (jasa), ialah dengan cara 

memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sewa 

menyewa semacam ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis 

pekerjaan itu jelas, seperti buruh banggunan, tukang jahit, dan tukang 

sepatu. 

 Sewa-menyewa seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengabdi 

seorang pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam. Dan ada juga 

yang bersifat serikat, seperti mengabdi buruh pabrik, buruh banggunan dan 

lain sebagainya.  

Dalam kaedah fiqih yang paling basic dalam Ekonomi Islam adalah 

semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya.22 Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut dengan Al-

Ijarah, yang berasal dari kata Al-Ajru yang berarti Al-„iwadhu (ganti). Dari 

sebab itu Ats-Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian 

syara‟ Al-Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan 

jalan penggantian (upah).23 

Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 

memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau 

                                                 
22 Hermawan Kartajaya, Marketing Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 

h.211 

 
23 Sayid Sabiq, Alih Bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Fiqh Sunnah, (Bandung: AlMa‟arif 

1998), cet. Ke-1, h. 15 
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menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Definisi Ijarah dalam Syara‟ adalah 

akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau 

yang disebutkan ciricirinya, dalam jangka waktu yang diketahui.24 

c. Sifat Akad Sewa-Menyewa 

Para ulama Fiqh berbeda pendapat tentang sifat perjanjian sewa 

menyewa (ijarah), apakah perjanjian tersebut bersifat mengikat kedua belah 

pihak atau tidak. Menurut ulama mazhab hanafi, perjanjian sewa menyewa 

itu bersifst mengikat kedua belah pihak, tetapi boleh dibatalkan secara 

sepihak apabila terdapat udzhur dari salah satu pihak yang melakukan 

perjanjian, seperti karena meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara 

hukum (gila). Jumhur ulama berpendapat bahwa perjanjian sewa menyewa 

tersebut bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang yang menjadi objek 

sewa menyewa tesebut tidak dapat dimanfaatkan.  

Akibat yang timbul dari perbedaan pendapat diatas terlihat dalam kasus 

apabila salah seorang melakukan perjanjian sewa menyewa  meninggal dunia. 

Menurut mazhab hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka 

perjanjian sewa menyewa batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan 

kepada ahli waris. Adapun menurut jumhur ulama, manfaat boleh diwariskan 

karena termasuk harta (al-mal). Oleh karena itu, meninggalnya salah satu 

pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa tidak membatalkan 

perjanjian sewa menyewa tersebut.25 

                                                 
24 Saleh Al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gemma Insani, 2006), h. 482  

25 Idri, op.cit., h. 240 
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d. Fatwa DSN-MUI No 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah  

a) Ketentuan Umum 

1. Akad ijarah adalah akad sewa antara mu‟jir dengan musta‟jir atau 

antara musta‟jir dengan ajir untuk mempertukarkan manfaah dan ujrah, 

baik manfaat barang maupun jasa.  

2. Mu‟jir adalah pihak yang menyewakan barang, baik mu‟jir yang 

berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan 

hukum maupun tidak berbadan hukum.  

3. Musta‟jir adalah pihak yang menyewa dalam akad ijarah, baik 

musta‟jir yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, 

baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.  

4. Ajir adalah pihak yang memberikan jasa dalam akad ijarah, baik ajir 

yang berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik 

berbadan hukum maupun tidak.  

5. Manfaah adalah manfaat barang sewa menlalui proses penggunaan dan 

pekerjaan.26 

b) Ketentuan Terkait Mujir, Musta‟jir dan Ajir  

1. Akad ijarah boleh dilakukan oleh orang (Syakhsiyah thabi‟iyah 

/natuurlijke person) maupun yang dipersamakan dengan orang, baik 

berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Syakhsiyah 

                                                 
26 DSN-MUI, Fatwa DSN MUI Tentang Akad Ijarah, 2017, (Jakarta: DSN –MUI, 2017), 

h.6. 
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I‟tibariah /syakhsiyah hukmiyah /rechtperson) berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2. Mu‟jir, Musta‟jir dan Ajir wajib cakap hukum sesuai dengan syariah 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Mu‟jir wajib memiliki kewenagan (wilayah) untuk melakukan akad 

ijarah baik kewenangan bersifat ashiyyah maupun niyabiyyah.  

4. Mu‟jir wajib memiliki kemampuan unntuk menyerahkan manfaat.  

5. Musta‟jir wajib memiliki kemampuan untuk membayarkan upah.  

6. Ajir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau 

melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.27 

3. Ijarah 

A. Pengertian Ijarah 

Lafal al-Ijarah dalam bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau 

imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam 

memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau 

menjual jasa perhotelan dan lain-lain.28 Secara etimologis Ijarah berasal dari 

kata ajara-ya’juru yang berarti upah atau al-iwadhu (ganti)29, artinya jenis 

akad untuk mengambil manfaat (ajran) dengan jalan penggantian atau 

pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu 

pekerjaan. 

                                                 
27 Ibid 
28  Nasrun Haroen,  Fiqh muamalah,  (Jakarta:  Gaya Media Pratama,  2007), h. 228 

 

            29   Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 

2007 ). H. 41  
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Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai 

banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami 

perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi 

sifatnya dan dibayar sewa.30 

Adapun Ijarah secara terminologis adalah transaksi atas suatu 

manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan 

sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atau suatu 

pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.31 

Adapun secara terminologi, para ulama Fiqh berbeda pendapatnya, 

antara lain: 

1. Menurut Sayyid Sabiq, al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 

untuk mengambil manfaat dengan cara memberi penggantian.32 

2. Menurut Ulama Syafi’iyah al-Ijarah adalah suatu jenis akad atau transaksi 

terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh 

dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.33 

3. Menurut Ulama Hanafiyah al-Ijarah adalah transaksi terhadap suatu 

manfaat dengan imbalan. 

                                                 
30 Herry Sutanto, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 

200. 

 
31  Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk. Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 

Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, 2004), h. 311 

. 
32  Sayid Sabiq, op.cit, h. 165 

 
33 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 

h. 277. 
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4. Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah al-Ijarah adalah pemilikan 

manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu 

imbalan.34 

5. Menurut Amir Syarifuddin al-Ijarah  secara sederhana dapat diartikan 

dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila 

yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda 

disebut Ijarah al-A’in, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila 

yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang 

disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik 

skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks Fiqh disebut 

al-Ijarah.35 

Menurut Dr. Muhammad Syafi’ Antonio, Ijarah adalah akad 

pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas 

barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah 

adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.36 Sayid 

Sabiq menjelaskan dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan 

pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri.37 

                                                 
34 Narun Haroen, Op.cit, h. 229. 

35 Abdul Rahman Ghazaly, Loc. cit. h. 27. 

36 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247.  

37 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 3, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2008), h.123 
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Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada 

dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam 

mengartikan Ijarah atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil 

intisari bahwa Ijarah  atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat dengan 

imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu 

barang (bukan barang).  

Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat 

tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 

ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak 

memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya, Ijarah ini mirip dengan jual 

beli, tetapi keduanya berbeda, karena dalam jual beli objeknya benda, 

sedangkan dalam Ijarah, objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena 

itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah 

itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi 

untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat, melainkan benda.38 

B. Dasar Hukum Ijarah 

Hampir semua ulama ahli fiqih sepakat bahwa Ijarah disyariatkan 

dalam Islam. Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu 

Bakar Al-Asham, Ismail Ibn Aliah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawi, 

dan Ibn Kaisan beralasan bahwa Ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang 

                                                 
38 Ahmad Wardi Muslich, op. cit. h. 317.  
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tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat 

dikategorikan jual beli.39 

Dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati Ijarah 

tersebut, Ibn Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak 

berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat). 

Jumhur ulama berpendapat bahwa Ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, 

As-Sunnah, dan Ijma’.40 

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya Ijarah adalah sebagai 

berikut: 

1) Al-Quran 

a. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6: 

وْهُنَّ لِتضَُي قِوُْا عَليَْهِنَّۗ وَاِنْ كُنَّ  جْدِكُمْ وَلَِ تضَُاۤرُّ نْ وُّ اسَْكِنوُْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتْمُْ م ِ

اوُلَِتِ حَمْلٍ فاَنَْفِقوُْا عَليَْهِنَّ حَتهى يضََعْنَ حَمْلهَُنََّّۚ فاَِنْ ارَْضَعْنَ لكَُمْ فاَٰتوُْهُنَّ 

ٓٗ اخُْرٰىۗ   وَأتْمَِرُ وْا ِيَْنكَُمْ ِِمَعْرُوْفٍَّۚ وَاِنْ تعَاَسَرْتمُْ فسََترُْضِعُ لهَ 
 اجُُوْرَهُنََّّۚ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan 

jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, 

maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka 

bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu 

untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan 

baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain 

boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”41 

 

                                                 
39 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 123. 

 
40 Ibid. 

41  Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta:Zakat House, Kuwait, 

2019), h.559 
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Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada bekas suami untuk 

mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan bekas isterinya untuk 

memungkinkan menyelenggarakan susuan yang baik bagi anak yang 

diperoleh dari bekas suaminya itu. Biaya-biaya yang diterima bekas isteri 

itu dinamakan upah, oleh karena hubungan perkawinan mereka telah 

terputus, hingga antara bekas suami dan bekas isteri itu adalah orang lain 

yang tiada hubungan dan hak kewajiban suami isteri lagi. Yang masih ada 

ialah kewajiban, bekas suami sebagai ayah anaknya, untuk mengeluarkan 

nafkah bagi anaknya itu sampai umur baligh.  

Dengan demikian nafkah yang diperlukan untuk menyusui anak 

tersebut, meskipun menyusu kepada ibunya sendiri, harus dikeluarkan 

oleh ayah anak itu, yang dapat dinamakan “upah” sebagai imbalan susuan 

itu.42 

b. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27: 
قاَلتَْ احِْدٰىهُمَا يٰٓٗاَِتَِ اسْتأَجِْرْهُ اِۖنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقوَِيُّ الِْمَِيْنُ ٦٢ قاَلَ انِ يِْٓٗ 

ى انَْ تأَجُْرَنيِْ ثمَٰنيَِ حِجَجٍَّۚ فاَِنْ اتَمَْمْتَ عَشْرًا 
ِْنتَيََّ هٰتيَْنِ عَلٰٓٗ ارُِيْدُ انَْ انُْكِحَكَ احِْدىَ ا

لِحِيْ نَ - ٦٢ ُ مِنَ الصه ٓٗ ارُِيْدُ انَْ اشَُقَّ عَليَْكَۗ سَتجَِدنُيِْٓٗ اِنْ شَاۤءَ اللّٰه  فمَِنْ عِنْدِكََّۚ وَمَا

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk 

bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". 

berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika 

kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) 

dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu 

                                                 
42 A. Syafii Jafri, Fiqh muamalah, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 132. 
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insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang 

baik".43 

 

Ayat di atas menceritakan bahwa Nabi Musa yang dipercayai oleh 

Nabi Syuaib untuk menjadi pekerja karena sifatnya yang kuat dan amanah. 

Ayat ini juga menjelaskan imbalan yang didapatkan oleh Nabi Musa atas 

pekerjaa dan sifatnya yang amanah berupa imbalan dapat menikahi putri 

Syuaib yang ditolongnya waktu bertemu ketika mengambil air di sumur.  

2) Hadits 

Para ulama mengemukakan alasan kebolehan Ijarah berdasarkan 

hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut: 

ِْنِ  ِ عَنْ عُرْوَةَ  هْرِي  ِْنُ مُوسَى أخَْبرََناَ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّ ِْرَاهِيمُ  حَدَّثنَاَ إِ

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَأَِوُ  ُ عَنْهَا وَاسْتأَجَْرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّّٰ ِيَْرِ عَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ اللَّّٰ الزُّ

ي يتُ ِكَْرٍ رَجُلًً مِنْ ِنَيِ الد ِ يتاً الْخِر ِ ٍ هاَدِياً خِر ِ ِْنِ عدَِي  لِ ثمَُّ مِنْ ِنَيِ عَبْدِ 

ِْنِ وَائلٍِ وَهُوَ عَلىَ دِينِ  الْمَاهِرُ ِاِلْهِداَيةَِ قدَْ غَمَسَ يمَِينَ حِلْفٍ فيِ آلِ الْعاَصِ 

ثوَْرٍ ِعَْدَ ثلًََثِ ليَاَلٍ  كُفَّارِ قرَُيْشٍ فأَمَِناَهُ فدَفَعَاَ إلِيَْهِ رَاحِلتَيَْهِمَا وَوَاعَداَهُ غَارَ 

ِْنُ فهَُيْرَةَ  فأَتَاَهُمَا ِرَِاحِلتَيَْهِمَا صَبيِحَةَ ليَاَلٍ ثلًََثٍ فاَرْتحََلًَ وَانْطَلقََ مَعهَُمَا عاَمِرُ 

يلِيُّ فأَخََذَ ِِهِمْ أسَْفلََ مَكَّةَ وَهوَُ طَرِيقُ السَّاحِلِ   وَالدَّلِيلُ الد ِ

Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar 

menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan 

dari dari Bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia 

pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-

Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. 

Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka 

keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya 

menjanjikan bertemu di Gua Tsur sesudah tiga malam/hari . Ia pun 

mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan 

mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat. 

Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari 

                                                 
43 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya, (Jakarta: Zakat House, Kuwait), 

h.388 
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Bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, 

yakni jalur pantai”(H.R. Bukhari).44 

 

Dalam hadis di atas di jelaskan bahwa Nabi menyewa orang 

musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi 

mempekerjakan orangorang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal 

ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang 

memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), 

kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang ahli 

atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan 

bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orangorang musyrik 

saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat 

mereka.45 

3) Ijma’ 

Ijma’ merupakan salah satu metode yang dipakai ulama mujtahidin 

dalam menentapkan hukum, apabila mereka dihadapkan suatu persoalan 

hukum yang tidak ditemukan nash dalam al-qur’an maupun dalam al-

sunnah yang dapat dijadikan landasan hukum setelah Rasulullah meninggal 

dunia. Ijma menurut Abu Zahrah adalah “kesepakat seluruh ulama mujtahi 

dari kaum muslimin pda suatu masa setelah Rasulullah saw meninggala 

dunia”46 

                                                 
44 Abu Bakar Ahmad Bin Husain Bin Ali Al-Baihaqi, Sunan Al-Kubra wa Fi Zailihi Jauhari 

Naqi, (Haidar:Majelis Dairah Al-Ma’arif, 1344 H), cet. Ke-6, h.118. 

 
45 Ibid. h. 196. 

 
46 Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Multazam al-thobi’u wan-Nasru Darul Fkr al-‘Araby, 1958), 

h.198 
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Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma’ bahwa Ijarah 

diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.47 Adapun dasar dari ijma’ 

adalah bahwa ulama Islam mulai dari sahabat, tabi’in, dan imam yang 

empat sepakat disyariatkannya Ijarah. Ibnu Qudamah rahimahullah 

menyatakan bahwa ulama dari seluruh generasi dan diseluruh negeri 

sepakat diperbolehkannya Ijarah.48 

C. Rukun dan Syarat Ijarah 

Menurut Hanafiah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu ijab dan qabul, 

yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang 

digunakan adalah lafal Ijarah  ٌإِجَارَة)  (, isti’jar (  َاِسْتِئْجَار ), iktira’(  ٌإِكْتِاَء), dan 

ikra’ (  ٌإِكْرَاء ).49 

Berdasarkan pendapat Jumhur ulama, Rukun Ijarah ada empat (4) 

diantaranya ialah: 

1. Orang yang berakad (Aqid) 

“Orang yang melakukan akad Ijarah ada dua orang yaitu Mu’jir 

ialah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. dan Musta’jir 

ialah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang 

menyewa sesuatu”.50 

                                                 
47 Ibid. 

 
48 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Op.cit. h. 316. 

 
49 Ahmad Wardi Muslich, Op.cit. h. 320 

50 M. Yazid Affandi, Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan 

Syari’ah, Logung Pustaka, Yogyakarta, h.180.  
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Bagi Mu’jir dan Musta’jir, pertama harus mengetahui manfaat 

barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya 

perselisihan, kedua berakal maksudnya ialah orang yang dapat 

membedakan baik dan buruk. 

2. Sighat Akad 

Mu’jir dan Musta’jir, yaitu melakukan ijab dan qabul ialah 

ungkapan, pernyataan dan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang 

berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad Ijarah.51 

Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan dengan “ suatu 

pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu”. Sedangkan qobul ialah “suatu pernyataan yang 

diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta’jir) untuk penerimaan 

kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab”. 

Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab-qabul pada jual beli, 

hanya saja ijab dan qabul dalam Ijarah harus menyebutkan masa atau 

waktu yang ditentukan.52 

3. Upah (Ujroh) 

                                                 
 
51 Ibid., h.181 

 
52 Ibid., h.183 
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Ujroh yaitu diberikan kepada musta’jir atas jasa yang telah 

diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu’jir. Dengan syarat, sebagai 

berikut:53 

a) Jumlahnya diketahui secara jelas dan detail. 

b) Pegawai khusus seperti hakim tidak boleh mengambil uang dari 

pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari 

pemerintah. 

c) Uang yang harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang 

yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya 

harus lengkap.54 

4. Manfaat 

Salah satu cara untuk mengetahui ma’qud alaih (barang) ialah:  

“Dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan”. 

Segala sesuatu yang berkaitan dengan harta benda boleh diakadkan Ijarah, 

asalkan memenuhi persyaratan dibawah ini:55 

a) Harta benda dalam Ijarah dapat dimanfaatkan secara langsung dan 

harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan 

fungsinya. Tidak bolehkan akad Ijarah atas harta benda yang masih 

dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.56 

                                                 
53 Ghufran A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2002), h. 18 
54 Ibid., h.20 

 
55  M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (PT Raja Grapindo Persada, 

Jakarta, 2003), h. 231 

 
56 Ibid. 
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b) Pemilik menjelaskan secara transparan tentang kualitas, kuantitas 

manfaat barang, tanpa ada yang disembunyikan tentang keadaan 

barang tersebut. 

c) Harta benda yang menjadi objek Ijarah haruslah harta benda yang 

bersifat isti’mali, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan 

berulangkali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurusan 

sifatnya. Sedangkan harta benda yang bersifat istihlaki ialah harta 

benda yang rusak atau berkurang sifatnya karna pemakaian. Seperti 

makanan, buku tulis, tidak sah Ijarah diatasnya. 

d) Manfaat dari objek Ijarah tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Seperti menyewakan tempat untuk melakukan maksiat. 

e) Objek yang disewakan manfaat langsung dari sebuah benda, seperti 

sewa warung untuk usaha, sepeda untuk dikendarai, dan lain-lain. 

Tidak dibenarkan sewa-menyewa manfaat suatu benda yang sifatnya 

tidak langsung. Seperti, sewa pohon duren untuk diambil buahnya, 

atau sewa-menyewa ternak untuk diambil susunya, telurnya, 

keturunannya, ataupun bulunya”.57 

Sebagai sebuah transaksi umum, al-Ijarah baru dianggap sah apabila 

telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara 

umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad Ijarah adalah 

sebagai berikut: 

                                                 
57  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 

1993), h. 299 
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1. Untuk kedua orang yang berakad (al-muta’aqidain), menurut ulama 

Syafi’iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh 

sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak 

kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka 

(sebagai buruh), menurut mereka, al-Ijarah-nya tidak sah. 

2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk 

melakukan akad al-Ijarah. Apabila salah seorang diantaranya 

terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. 58  Hal ini 

berdasarkan kepada firman Allah dalam surat an-Nisa’, 4:29 yang 

berbunyi: 

3. Manfaat yang menjadi obyek al-Ijarah harus diketahui secara 

sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. 

Apabila manfaat yang akan menjadi obyek al-Ijarah itu tidak jelas, 

maka akadnya tidak sah. 

4. Obyek al-Ijarah itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara 

langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama Fiqh sepakat 

menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh 

diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. 

5. Obyek al-Ijarah  itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’. Oleh sebab 

itu, para ulama Fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa 

seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk 

membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan 

                                                 
58 Narun Haroen, Loc.cit. h. 232. 
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rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah 

mereka.59 

6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya 

menyewa orang untuk melaksanakan sholat untuk diri penyewa dan 

menyewakan orang yang belum haji untuk menggantikan haji 

penyewa. Para ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa 

seperti ini tidak sah, karena shalatt dan haji merupakan kewajiban bagi 

orang yang disewa.60 

7. Obyek al-Ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti 

rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak boleh 

dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan 

dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena akad 

pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.61 

8. Upah/sewa dalam akad al-Ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu 

yang memiliki nilai ekonomi.62 

D. Macam-Macam Ijarah 

Dilihat dari segi obyeknya, akad al-Ijarah dibagi para ulama fiqih 

kepada dua macam, yaitu yang bersifat manfaat atas barang (Ijarah al-

a’yan) dan yang bersifat jasa (Ijarah al-a’mal). Al-Ijarah yang bersifat 

                                                 
59 Ibid, h. 233 

 
60 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet. 

ke-3, h. 52-53 

 
61 Ibid. 

 
62 Abdurrahman al-Maliki, Politik Ekonomi Islam, (Bangil : Al-Izzah, 2001), h. 139 
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manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, 

pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang 

dibolehkan syara’ untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat 

menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa. 

Al-Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan 

seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Al-Ijarah seperti ini, menurut 

para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti 

buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Al-Ijarah 

seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu 

rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang 

menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, 

buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-Ijarah terhadap pekerjaan 

ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut ulama fiqih hukumnya 

boleh.63Salah satu bentuk dari ialah Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT). 

Secara pengertian Ijarah muntahiya bittamlik, merupakan rangkaian 

dua buah akad, yakni akad al-bai’ dan akad ijarah muntahiya bittamlik 

(IMBT).Al- Bai’ merupakan akad jual-beli yang meliputi berbagai akad 

pertukaran antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang 

dan jasa lainnya. Dalam transaksi tersebut penjual menyebutkan dengan 

jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan 

keuntungan yang diambil.Sedangkan ijarah muntahiya bittamlik merupakan 

                                                 
63 Syaikhu, Fiqih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: 

K-Media, 2020), h. 142. 
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kombinasi antara sewa- menyewa (ijarah) dan akad peralihan kepemilikan 

benda seperti jual-beli atau hibah diakhir masa sewa.64 

Sewa (ijarah) dan sewa beli (ijarah wa iqtina’ atau ijarah muntahiya 

bittamlik) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang 

dibenarkan oleh syariat Islam. Model ini secara konvensional dikenal 

sebagai operatinglease and financial lease.Ijarah atau sewa adalah kontrak 

yang melibatkan suatu barang dengan jasa atau manfaat atas harga lainnya. 

Penyewa juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut 

pada saat sewa selesai dan kontrak ini disebut ijarah wa iqtina’ atau ijarah 

muntahiya bittammlik, dimana akad sewa yang terjadi antara (bank) sebagai 

pemilik barang dengan (nasabah) sebagai penyewa dengan akad sewa yang 

diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang ke tangan si penyewa, 

dimana cicilan sewaan sudah termasuk cicilan pokok hargabarang.65 

Ijarah muntahiya bittamlik adalah perpaduan antara kontrak sewa 

dan jual beli atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan 

pemindahan kepemilikan barang ditangan si penyewa.66 

Pada buku Manajemen Pembiayaan Bank Syariah karangan 

Muhammad dikatakan bahwa Al-bai’ Wal Ijarah Muntahiya Bittamlik 

(IMBT) merupakan rangkaian dua buah akad, yakni akad Al-bai’ dan akad 

                                                 
64 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. 

Ke-1, h.104. 

 
65 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta Pustaka Alvabet, 2005), 

h.25. 

 
66 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani 

Press Cendekia, 2001),118 
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ijarah muntahiya bittamlik. Al-Bai’ merupakan akad jual beli, sedangkan 

IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli 

atau hibah diakhir masa sewa. Dalam ijarah muntahiya bittamlik, 

pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut 

:67 

a) Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang 

disewakan tersebut pada akhir masasewa.  

b) Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang 

disewakan tersebut pada akhir masasewa.  

Dalam hal ini ijarah muntahiya bittamlik memiliki persamaan 

dengan Bai’u takjiri, dimana Bai’u takjiri atau sewa beli adalah suatu 

kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan.Dalam kontrak ini 

pembayaran sewa telah diperhitungkan sedemikian rupa sehingga 

sebagian daripadanya merupakan pembelian terhadap barang secara 

berangsur. 

E. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah 

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian 

yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak 

membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak pasakh) karena termasuk 

perjanjian timbal balik.68 

                                                 
67  Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan 

Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan), h. 102 

 
68 Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 160. 
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Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sifat akad Ijarah, maka 

bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama’ Hanafiah 

berpendirian bahwa akad al-Ijarah itu bersifat mengikat, tetapi boleh 

dibatalkan secara sepihak bilamana terdapat udzur dari salah satu pihak yang 

berakad seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan berpindah 

dalam hukum.  

Adapun jumhur ulama’ dalam hal ini mengatakan bahwa akad al-

Ijarah itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh 

dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus 

bilamana seorang meninggal dunia maka akad al-Ijarah batal, karena manfaat 

tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama’ mengatakan, bahwa 

manfaat itu boleh diwariskan karna termasuk harta (al-maal). Oleh sebab itu 

kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad al-Ijarah.69 

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-Ijarah akan berakhir 

apabila: 

1. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang 

dijahitkan hilang. 

2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-Ijarah telah berakhir. 

Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada 

pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia 

berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqih. 

                                                 
69 Akhmad Farroh Hasan, Op.cit. h. 57.  
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3. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena 

akad al-Ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan 

menurut jumhur ulama, akad al-Ijarah tidak batal dengan wafatnya salah 

seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan 

dan al-Ijarah sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak 

yang berakad.70 

4. Adanya Uzur, penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga 

merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-

menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. 71 

Adapun yang dimaksud dengan uzur disini adalah adanya suatu halangan 

sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana 

mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, 

kemudian barang dagangannya musnah terbakar. Akibatnya penyewa 

dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan 

sebelumnya.72 

Berdasarkan penjelasan penulis simpulkan bahwa suatu akad  ijarah 

dapat berakhir apabila obyek akad ijarahnya hilang, seperti misalnya 

hilangnya kain yang dijadikan objek upah menjahit. Tenggang waktu yang 

disepakati telah selesai, misalnya masa sewa kos-kosan yang habis selama 

                                                 
70 Syaikhu, Op.cit. h. 144. 

71 Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), h. 113 

 
72 Ibid. 
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setahun. Meninggalnya salah satu yang berakad juga menyebabkan akad 

ijarah berakhir. Serta keadaan uzur dari pihak yang berakad. 

F. Pengembalian Objek Sewa-Menyewa 

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, 

maka pihak penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang 

disewanya kepada pihak pemilik semula (yang menyewakan). Adapun 

ketentuan pengembalian barang objek sewa-menyewa adalah sebagai berikut:  

a. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang yang 

bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada 

pihak yang menyewakan / pemilik, yaitu dengan cara menyerahkan 

langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan. 

b. Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak 

bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada 

pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada 

harta pihak penyewa di dalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa-

menyewa rumah.  

c. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang 

berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah kepada 

pihak pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.  

Dapat ditambahkan bahwa menurut mazhab Hambali‟ manakala ijarah 

(sewa-menyewa) telah berakhir, penyewa harus mengangkat tangannya, dan 

tidak ada kemestian mengembalikan atau menyerah terimahkan, seperti 
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barang titipan, karena ia merupakan akad yang tidak menuntut jaminan, 

sehingga tidak mesti mengembalikan dan menyerah terimahkannya.  

Pendapat mazhab hambali di atas dapat diterima sebab dengan 

berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian sewa- 32 

menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah 

diikat sebelumnya telah berakhir, dan tidak diperlukan lagi suatu perbuatan 

hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa, dan dengan 

terlewatinya jangka waktu yang diperjanjikan otomatis hak untuk menikmati 

kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang 

menyewakan).73 

G. Penetapan Harga Ijarah 

Harga dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu 

barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.74 Menurut Al-Quran 

dan Al-Hadis, harga diistilahkan dengan thaman. Kata thaman 

penggunaannya lebih umum dibandingkan dengan Qimah yang berarti harga 

(price). Thaman diartikan dengan tawar-menawar, sedangkan Qimah 

digunakan untuk harga jadi (harga real) yang telah disepakati oleh para 

pihak.75 

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi dimana 

kesepakatan tersebut diridhoi oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah 

                                                 
73 Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K. Lubis, Op,.Cit, h. 59-60 

74 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 

Balai Pustaka, 1983), 1054 

 
75 Muhammad Amin Suma, Menggali Akar Menggurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam, 

(Tanggerang : Kholam Publishing, 2008), h.183. 
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direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, 

atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual 

kepada pihak pembeli.  

Harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar dengan memberikan 

kebebasan yang optimal bagi para pelaku didalamnya, yaitu produsen dan 

konsumen. Jika karena sesuatu hal selain monopoli, penimbunan atau aksi 

sepihak yang tidak wajar dari produsen terjadi kenaikan harga, maka 

pemerintah tidak dapat melakukan intervensi dengan mematok harga. 

Penentuan harga sepenuhnya diperankan oleh kekuatan permintaan dan 

penawaran dalam ekonomi.  

Harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran 

(supply) dan permintaan (demand). Namun, ia menambahkan bahwa 

mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-

kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar 

ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat 

menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah 

berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti 

melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya dipasar, bukan merupakan 

hukuman maliyyah.76 

Menurut Ibnu Taimiyah penetapan harga mempunyai dua bentuk: ada 

yang boleh dan ada yang haram. Penetapan harga yang zalim itulah yang 

                                                 
76 Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Pustaka 

Belajar, 2010), h. 162. 
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diharamkan dan penetapan harga yang adil itulah yang dibolehkan. Penetapan 

harga yang dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak 

mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika 

penetapan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, 

seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, 

maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.77 

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa besar kecilnya kenaikan harga 

bergantung pada besarnya perubahan penawaran atau permintaan. Bila 

seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan 

kehendak Allah. Penentuan harga dilakukan oleh kekuatankekuatan pasar, 

yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, 

pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela 

sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa utuk melakukan transaksi 

pada tingkat harga tersebut.78 Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat 

Al-Qur‟an dan Al-Hadis Nabi SAW telah memberikan ketentuan-ketentuan 

yang berkaitan dengan penetapan harga Firman Allah SWT dalam Q.S An-

Nisa ayat 29 : 

ٓٗ انَْ  ا امَْوَالكَُمْ ِيَْنكَُمْ ِاِلْباَطِلِ الَِِّ نْكُمْ ۗ  يٰٓٗايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا لَِ تأَكُْلوُْٓٗ تكَُوْنَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ م ِ

َ كَانَ ِِكُمْ رَحِيْمًا ا انَْفسَُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰه  وَلَِ تقَْتلُوُْٓٗ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 

                                                 
77  Muhammad Birusman Nuryadin, “Harga dalam Perspektif Islam,” Mazahib, Vol IV, 

(2007), h.93. 
78 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta : Penerbit III T Indonesia, 2003), h.236. 
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Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 

Penyayang kepadamu. 

 

Berdasarkan ayat diatas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya harga 

suatu barang dapat ditentukan oleh kedua belah pihak dan disepakati pula 

oleh kedua belah pihak. Dan hendaknya didasari dengan rasa suka sama suka, 

tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga akan tercipta harga yang adil. Harga 

adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang 

mana harga itu terbentuk melalui penawaran dan permintaan dan tidak ada 

salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak yang menyewakan atau 

penyewa. Karena Islam melarang sewa-menyewa dengan jalan memakan 

harta orang lain dengan cara batil. Dengan begitu Islam menghargai hak pihak 

yang menyewakan dan penyewa untuk menetapkan harga sekaligus 

melindungi hak keduanya.79 

Dari pernyataan diatas dapat penulis pahami bahwa siapapun boleh 

mencari keuntungan tanpa ada batasan keuntungan tertentu selama memenuhi 

hukum-hukum Islam, serta menentukan standart harga yang sesuai dengan 

kondisi pasar yang sehat. Namun apabila terjadi ketidakadilan dan 

ketidakrelaan dari para pihak yang berakad hingga merugikan konsumen, 

maka dalam hal ini diharamkan oleh hukum Islam. Maka dari itu dalam 

proses penetapan harga hendaknya dilakukan secara musyawarah antara 

pihak-pihak yang terkait dengan tujuan agar tidak dirugikan hak masing-

masing. 

                                                 
79 Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam, (Yogyakarta : Ekonisia, 2002), h.204. 
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H. Manfaat dan Hikmah Ijarah 

Hikmah dalam pensyariatan sewa-menyewa sangatlah besar, karena 

di dalam sewa-menyewa terdapat unsur saling bertukar manfaat antara 

manusia yang satu dengan yang lainnya. Karena perbuatan yang 

dilakukanoleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang 

dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan 

tersebut berbentuk barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk 

menyebutkan sifat dan kuantitasnya.Adapun mengenai syarat, selebihnya 

disebutkan dalam cabang fiqih.  

Hikmah dalam penyewaan adalah untuk mencegah terjadinya 

permusuhan dan perselisihan.Tidak boleh menyewakan suatu barang yang 

tidak ada kejelasan manfaatnya, yaitu sebatas perkiraan dan terkaan belaka. 

Dan barangkali tanpa diduga barang tersebut tidak dapat memberikan faedah 

apapun.80 

3. Teori Pendapatan 

Pendapatan Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama 

dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang 

bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat 

diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income 

dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan 

penghasilan maupun keuntungan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi 

keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka 

                                                 
80 Ahmad Al-Jarjawi, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 488. 
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semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan 

kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan.  

Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan 

yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan 

dari suatu perusahaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah 

hasil kerja (usaha atau sebagainya).Sedangkan pendapatan dalam kamus 

manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan 

organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba. 

Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk 

barang dan jasa yang dijual. Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau 

pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada 

para pelanggan. 

Sedangkan menurut Boediono pendapatan seseorang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain dipengaruhi:81 

1) Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada, hasil-hasil 

tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian. 

2) Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.  

3) Hasil kegiatan anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan. Tingkat 

pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat.  

Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang 

sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan 

                                                 
81 Boediono, Pengantar Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 150 
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bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan 

sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi 

rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam 

mengelola penerimaan atau pendapatannya.82 

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan 

masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat 

menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, 

kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan 

masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, 

sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.12 

 

B.  Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti  Judul Hasil Perbedaan 

Eka Agustina 

2019 

Peran Usaha 

Kilang Padi 

Dalam 

Meningkatkan 

Kesejahteraan 

Tenaga Kerja Di 

Desa Sungai Solok 

Kecamatan Kuala 

Kampar 

Kabupaten 

di Desa Sungai Solok 

Kecamatan Kuala 

Kampar Kabupaten 

Pelalawan usaha 

kilang padi ini 

mampu memberi 

peranan dalam 

meningkatkan 

kesejahterakan 

tenaga kerja yang 

Kajian 

penelitian dan tujuan 

penelitian. 

                                                 
82 Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri 

Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen 

Aceh, Vol. IV No. 7: 9. 
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Pelalawan 

Ditinjau Menurut 

Ekonomi Syariah  

bekerja di usaha 

kilang pad 

Dili 

Sukarno 

Karim 2019 

Analisis 

Usaha Jasa 

Penyewaan 

Alsintan Hand 

tractor Didesa 

Maccinibaji 

di Desa Sungai Solok 

Kecamatan Kuala 

Kampar Kabupaten 

Pelalawan usaha 

kilang padi ini 

mampu memberi 

peranan dalam 

meningkatkan 

kesejahterakan 

tenaga kerja yang 

bekerja di usaha 

kilang padi. 

kajian 

penelitian, tujuan 

penelitian dan lokasi 

penelitian. 

Cut 

Mirna 2018 

 

System 

pengupahan dalam 

ijarah (studi 

terhadap upah 

pekerja traktor 

pemotongan padi 

pada usaha 

pelayanan jasa al 

sintan sejahtera 

pulo panjoe kec. 

Glumpang baro 

kab. Pride). 

Usaha 

pelayanan jasa 

alsintan sejahtera 

merupakan suatu 

lembaga yang 

menyediakan jasa 

dalam rangka 

mengoptimalisasi 

penggunaan alat dan 

mesin pertanian  

kajian 

penelitian, tujuan 

penelitian dan lokasi 

penelitian. 

Sumaryam 

2013 

Tinjauan 

Ekonomi Islam 

Terhadap Praktik 

Hasil 

penelitian 

pelaksananaan sewa 

Objek 

penelitian dan lokasi 

penelitian 
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Sewa Menyewa 

Mobil Di Rental 

“Comando” Kota 

Palu 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan konsep deskriptif kualitatif dengan jenis 

penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

terjun secara langsung ke daerah objek penelitian, untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan judul. Dimana penelitian kualitatif adalah suatu penelitian 

yang ingin memahami fenomena berdasarkan pandangan partisipan atau 

pandangan internal (perspectives emic), dan bukan pandangan peneliti sendiri 

atau pandangan eksternal (Perspective etic).83 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan lokasi penelitian ini di 

Kelurahan Pasar Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. Alasan penulis memilih 

lokasi penelitian ini karena terdapat praktik penyewaan hand tractor yang terjadi 

di daerah ini. Selain itu faktor akses data juga muda karena merupakan tempat 

tinggal penulis. Penulis juga memili lokasi ini karena faktor dana sehingga 

memungkinkan penulis untuk melakukan penelitian lebih cepat dan terukur. 

C. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi 

dan kondisi latar penelitian.84 Key informan dalam penelitian ini yaitu berasal 

                                                 
83 Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 348. 
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dari wawancara langsung oleh 2 orang pemilik jasa sewa hand tractor, 4 orang 

penyewa hand tractor, dan 1 pengemudi hand tractor di Kelurahan Sibuhuan. 

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel bila semua anggota popluasi 

digunakan sebagai sampel.  

D. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yaitu: 

1) Data Primer 

Data primer yaitu data yang hanya dapat kita peroleh dari sumber asli 

atau sumber pertama.85 Melalui sumber data primer penulis memperoleh data 

dari observasi dan wawancara dengan pemilik jasa sewa hand tractor 

peralatan pertanian, penyewa dan pengemudi hand tractor. 

2) Sumber data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, 

tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.86 Melalui 

sumberdata sekunder penulis memperoleh informasi dari buku dan literatur 

yang relevan dengan penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis 

menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu: 

                                                 
85 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,  (Yogyakarta:  Graha 

Ilmu, 2006), cet, ke-1, h. 123. 

 
86 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar 1998) Cet,  ke- 1, h. 92. 
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a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukkan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang 

diteliti. Melalui teknik ini penulis mengamati secara langsung sewa-menyewa 

antara pemilik jasa sewa hand tractor dan penyewa hand tractor di Kelurahan 

Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas. 

b. Wawancara 

Wawacara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

infornasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.87 Penulis melakukan wawancara ini pemilik jasa 

sewa, penyewa dan pengemudi hand tractor. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengumpulkan dan menganalisa sejumlah dokumen yang terkait dengan 

penelitian. 88  Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, 

menyalin dokumentasi yang sudah ada, serta pengumpulan data dilakukan 

melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan 

permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang 

berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung. Selain 

                                                 
87 Sugiono, Metode Penelitian dan Pengembangan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 231. 

 
88  Darmawan, Upaya Menciptakan Keluarga Sakinah di Kalangan Masyarakat Hukum Adat 

di Desa Kualu, (Pekanbaru:  Skripsi, 2020),  h. 17. 
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dari itu melalui teknik ini penulis juga mengumpulkan data melalui 

dokumentasi dari arsip dan dokumen Kantor Kelurahan Sibuhuan. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Menurut Mulyono,89 metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang 

menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan 

kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas 

sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok 

permasalahan. 

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis 

dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam pelaksanaan menurut syari’at 

Islam dan peaksanaan sewa-menyewa, serta menganalisis data dari dasar-dasar 

hukum Islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa dan disimpulkan dalam 

suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah pelaksanaan sewa-menyewa  yang 

dilakukan tersebut sudah sesuai dengan Ekonomi Islam yang ada. 

G. Metode Penulisan 

Metode penulisan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan 

pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk 

                                                 
89 Dedi Mulyono, Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial, (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2004), h. 8. 
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memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.90 

Metode penulisan yang digunakan adalah: 

a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, 

yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati 

dengan alat indra peneliti.91 

b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan 

yang bersifat khusus 

                                                 
90  Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 

2015), 22 
91  Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: 

Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkip Hasil 

Wawancara Serta Model Penyajian Data,  (Jakarta:  Rajawali Pers, 2013), h. 67 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implentasi Sewa 

Menyewa Pada Usaha Jasa Hand tractor  Di Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kabupaten 

Padang Lawas Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi sewa-menyewa pada usaha hand tractor di Kelurahan Sibuhuan 

telah berjalan dengan baik dimana dalam implementasinya penyewa dan yang 

menyewakan telah menyepakati akad dimana pembayaran dapat dilakukan 

diakhir maupun di depan. Pembayaran tambahan dapat terjadi apabila lokasi 

pengerjaan sawah yang jauh dikarenakan memakan biaya. Pengembalian hand 

tractor harus dikembalikan pada saat hari selesai pengerjaan. Apabila terdapat 

kerusakan terhadap mesin tractor maka yang bertanggungjawab sepenuhnya ialah 

penyedia jasa sewa sedangkan penyewa tidak dibebankan apapun.  

2. Menurut ekonomi syariah implementasi sewa-menyewa hand tractor di 

Kelurahan Sibuhuan telah sesuai karena kesepakatan sewa menyewa dilakukan 

atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Ditinjau dari syarat dan rukun sewa-

menyewa hand tractor telah terpenuhi. Barang yang diakadkan merupakan barang 

yang jelas milik sempurna dari penyewa, mengandung manfaat serta tidak 

terdapat unsur kecurangan, penipuan, perjudian maupun ketidakjelasan. 
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B. Saran  

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam tulisan kali ini ialah: 

1. Kepada yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa hendaknya membuat 

kejelasan akad yang jelas sehingga didalamnya dapat memuat hak dan kewajiban 

masing-masing agar dapat terhindar dari kerugian dari yang berakad. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman 

penelitian selanjutnya atau acuan bagi para peneliti yang selanjutnya pada 

bidang yang sama. 
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